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TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA NIKAH DAN MASLAHAH

A. AktaNikah
1. Pengertian Akta

Akta adalah surat atau tulisan yang dibuat dengamaja untuk
dijadikan bukti tentang suatu peristiwva dan ditaadgani oleh
pembuatannya. Berdasarkan pengertian tersebut dggadtami bahwa suatu
surat dapat dianggap sebagai akta bila memiliki sngaja dibuat dan
ditandatangani untuk dipergunakan untuk orang ddukukepentingan siapa
surat itu dibuat.

Bukti tulisan atau akta ini dalam perkara perdaerupakan bukti
yang utama, karena dalam lalu-lintas keperdataengskali orang dengan
sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipk&iaiu timbul suatu
perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi betulisan?

Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdataajsedigatat atau
dituliskan dalam bentuk surat atau akta. Setiagapgen baik berupa
transaksi jual beli, sewa-menyewa, penghibahangaegkutan, asuransi,
perkawinan, kelahiran, bahkan kematian, sengajaatiifalam bentuk tertulis
dengan tujuan sebagai alat bukti atas transaksi @tatu peristiwva hukum

yang terjadi. Apabila suatu ketika timbul sengkatas peristiwa itu, dapat

! Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam Dan Hukum tRosi
Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, him. 70-71.
2 Subekti,Hukum Pembuktignlakarta: PT Pradnya Paramita, 1995, him. 25.
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dibuktikan permasalahan dan kebenarannya dengam yakig berkaitan
dengan transaksi atau peristiwa hukum ters&but.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena aktamtkasebut dibuat
oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPb¥gae pejabat yang
berwenang untuk melakukan pencatatan perkawindiatisesuai dengan
bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintahdl® Tahun 1975 dan
dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah yang bedadd&antor Urusan

Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya.

2. Dasar Hukum Akta Nikah

Pada mulanya syariat Islam, baik dalam al-Qur’aau al-Sunnah
tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya patacaperkawinan. Hal
ini berbeda dengan ayat transaksi’amalahyang dalam situasi tertentu
diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkegdrandengan berbagai
pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indomesiagaturnya.

Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, merupakabuah
lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria wanita untuk bisa
hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keludtgtenangan atau
ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah ysatadalah bahwa
pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan sylala (bagi orang Islam).
Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwailagdnan itu harus tercatat

di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

% Anshoruddin,op, cit.him. 72.
4 Amir Nuruddin,Hukum Perdata Islam di Indonesi3akarta: PT. Gema Insani Press,
2001, him. 53



16

Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakamdede dalam
keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungainatiap isteri maupun
anak dalam memperoleh hak-hak keluarga sepertnhtdah, hak asuh, hak
waris dan lain-lain.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasigara
mengakibatkan seorang isteri tidak memiliki keknataukum dalam hak
status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-haky&isebagai isteri yang
sah, yang pada akhirnya sangat merugikan pihakryeran.

Mengenai dasar hukum pencacatan perkawinan adalah:
a. Undang-Undang No. 22 tahun 1946
Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa:
“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selaryatdisebut nikah,
diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dianglet enteri Agama
atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rwakg dilakukan
menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dguk,rdiberitahukan
kepada Pegawai Pencatat Nikah”.
Pasal ini memberitahukan legalitas bahwa nikalaktadan rujuk
menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapastien hukum.
Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang rgtaa pada

dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahparnikahan,

® Undang-Undang No. 22 Tahun 19Téntang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
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kematian, dan sebagainya lagi pada perkawinan pkrtatat ini untuk

menjaga jangan sampai ada kekecduan.

. Perkawinan yang diakui oleh Undang-undang hanyaéakawinan yang

dicatatkan dalam Pasal 2 ayat 2 undang-undangigrka menyebutkan
bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peiyperundang-
undangan yang berlaku”.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agaham,
pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KU#9dang bagi yang
beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatdta dilakukan di
Kantor Catatan Sipil (KCS).

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan yangktlidan dengan akta

nikah, Kompilasi menjelaskan dalam pasal 5:

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyardksm, setiap
perkawinan harus dicatat.

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) #dakoleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. &l 1946 jo.

UU No. 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaanya dijelaskan dalam pasal 6 iyemyebutkan:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, sgi&Rawinan harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasgaw@e Pencatat
Nikah,

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasaga®ai Pencatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Grafika,

him. 12.

® Neng DjubaidahPencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatdkarta: Sinar
2010, him. 212.
" Undang-Undang PerkawinaNo. 1 Tahun 1974, Yoyakarta: New Merah Putih, 2009
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Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanyat dajpuktikan
dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Penbikai®

. Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah No. 9 i&a9y5 Bab IV pasal

12 menjelasakan tentang akta perkawinan.

Pada saat-saat akan dilangsungkan perkawinan, Begancatat

telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dah shlai mengenai hal-

hal yang diperlukan, seperti diatur dalam pasal(RP.9/1975). Akta

perkawinan memuat:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7

8)

9)

Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercaysekerjaan dan
tempat kediaman sumi isteri. Apabila keduanya a&alah seorang
pernah kawin, disebutkan nama istri atau suamaterd.

Nama, agama/kepercayaan,pekerjaan dan tempat kadiarang tua
mereka.

Izin kawin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat(&),(4) dan (5)
Undang-Undang.

Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 (2) dndagang.

Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undangnmd
Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 aygndgng-undang.
Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/@dngbagi
Angkatan Bersenjata.

Perjanjian perkawinan apabila ada.

Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tekep@man

para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam

8 Departemen Agam&ompilasi Hukum IslamBandung: Fokus Media, 2010, him. 7-8.



19

10) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan teimggal kuasa
apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kdasa.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam akta nikdamgirkan
naskah perjanjian perkawinamaKlik talakpenggantungan talak), yaitu
teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebaganpan kesetiannya
terhadap isteri.

Pasal 13 PP menyatakan bahwa “Akta perkawinanétu pegawai
pencatat perkawinan dibuat rangkap dua, helai perisimpan di kantor
pencatatan (KUA), sedang helai kedua di kirim kegaelilan yang daerah
hukumnya mewilayahi kantor pencatatan tersebut”.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan pkigadilan
bila dikemudian hari terjadi talak atau gugatarceeaian. Sebab undang-
undang (Pasal 39) menentukan bahwa cerai talakahdegyat dilakukan di
depan sidang pengadilan, sedang cerai gugat hagogad putusan
pengadilan (Pasal 40 UU).

Pasal 13 ayat 2 PP menyatakan bahwa “Kepada ss@inmasing-
masing diberikan kutipan Akta Perkawinan”. Catagang terdapat dalam
akta perkawinan itu sendiri, melainkan hanya begksecatatan pokok yang
dipandang perlu. Akta perkawinan adalah bukti dikebagi masing-
masing yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam bukti tulisan adalah salah sdai bukti

disamping pengakuan dan alat bukti saksi, bukisdnl merupakan akta

° Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tal75.
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yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalammetagkan hak atau
memperoleh dan membantah suatu Hak.
Pentingnya bukti tulis atau surat ini didasarkadgpirman Allah

QS. Al-Baqoroh ayat 282:

&0 A A Lo S AN OROEK OO
AAVCEOX A0 0RO BXVARCOL~@7
G+OR00E W RN YO @R ¥x e cHORN=
HEINEO0weO €CRHEEEs Ba a0
N, s a0 B JEEOCr O *<=
FJSENE 16) 22 du g FILORID M@ o NS
srHNOE REHEREIE O KREHY LK@
CHEIIZOOCH " +S63 €€OROXHOR
NOMORHEHIR O LA Lo d P NETOROM =@
A F oS sga=t T.X JOINECR Jm O =Al* M @a e
DEQ* =40
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kdratmu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaldamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis dirarkamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penuiigaa
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, amek
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yangubsarh itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hklaa ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya. (QS. Al-Baqorol2)28

3. Manfaat dan Tujuan Akta Nikah
Memahami apa yang termuat dalam penjelasan umumargdrd
undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat disimpuba@hwa pencatatan

perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuark umewujudkan

19 Ansorudini,op, cit.,2004, him. 64.
' Departemen Agama RAl Quran dan TerjemahnysSemarang: Al Waah, 2003, him.
70.
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ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dengan udakgwaktu-waktu
dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakaigatbukti autentik?
Selain itu disebutkan dalam UU. No. 2 tahun 1946wza tujuan

dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat tk@pabkukum dan

ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal iniupakan upaya yang di

atur melalui perundang-undangan untuk melindungitabat dan kesucian

perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kgfaid rumah tangga.

Pencatatan perkawinan mempunyai tujuan:

a. Menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat

b. Preventif, agar tidak terjadi kekurangan dan pepgingan rukun dan
syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maumenurut
perundang-undangan. Melalui pemberitahuan dan [ftanaia perkawinan,
Pegawai Pencatat Perkawinan dapat meneliti apakaratssyarat
melakukan perkawinan sudah terpenuhi atau belumhekaak
melangsungkan perkawinan selanjutnya ditempel dalgrapan
pengumuman sehingga masyarakat luas dapat megetidui ikut
mengoreksi apabila terjadi kekuarangan atau peramggn.

c. Melindungi martabat dan kesucian perkawinan, tematasteri dalam
kehidupan rumah tangga dan anak-anak. Melalui patace perkawinan
yang dibuktikan dengan akta perkawinan apabiladerperselisihan atau

salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab, nyakey lain dapat

12 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan AganYagyakarta:
Pustaka Pelajar, 1996, him. 44.
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melakukan upaya hukum untuk menuntut haknya, kaa&teaperkawinan

meruakan bukti autentik.

Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan:
a. Mendapat perlindungan hukum

Misalnya, apabila terjadi kekerasan dalam rumalygan(KDRT).
Jika sang istri mengadu kepada pihak berwajib, adumgnnya sebagai istri
yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dikemaAlasannya, karena
sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-buktieatik yang berupa akta
pernikahan yang resrif.

b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkkhgan
pernikahan.

Akta nikah akan membantu suami atau isteri untukakodéan
kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalmgndak menunaikan
ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yangngulpengurusan
asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adagahikahan

yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN)yatag ditunjuk olehnya.

Karena, walaupun secara agama sebuah pernikah@ntgapa dicatatkan

3 A. Rofig, op, cit him.111.
14 7ainuddin,Hukum Perdata Islam Di Indonesidakarta: Sinar Grafika, 2006, him. 29
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oleh PPN sudah dianggap sah akan tetapi pada glasdiegal menurut
hukum.

d. Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi &tkgeimin

keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuam kkcurangan.
Misalnya, seorang suami atau istri hendak memaisuieana mereka yang
terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang mgrang. Maka, keaslian
akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinaa aikah yang terdapat di

KUA tempat mereka dulu menikah.

4. Macam-Macam Akta
Akta termasuk alat bukti tertulis atau surat. Apatkti surat/tulisan
terbagi atas dua macam, yaitu: Akta, tulisan ataatssurat lain. Sedangkan
akta ada dua macam yaitu:
1. Akta autentik
Mengenai akta autentik diatur dalam pasal 1868 KRéirtlata yang
berbunyi “suatu akta autentik ialah akta yang dildelam bentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pgejabum yang
berwenag untuk itu ditempat akta itu dibd&t”
Dari penjelasan pasal ini, akta autentik adalala alng dibuat
oleh/di hadapan pejabat yang diberi diberi wewenanigk membuat surat

itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu saEbsgrat bukti dalam

5 A. Rofig, op, cit him. 116-117
' R. Subekti, R. Tjitrosudibidgitab Undang-undang Hukum Perdatiakarta: Pradnya
Paramita, him. 475.
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suatu persoalan. akta autentik merupakan alat btedtiulis yang

sempurna’ Contoh: akta notaris.

2. Akta di bawah tangan
Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibotuk
pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabrag parwenang. Jadi,
pembuatannya hanyalah para pihak yang berkepentisgm. Contoh:
surat perjanjian dibawah tangan dan kuitahsi.
Akta di bawah tangan dirumuskan dalam pasal 187#Réfdata,
pasal 286 R. Bg. menurut pasal diatas, akta di basregan adalah:
a. Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawahaiang
b. Tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat) yoerwenang,
(pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh sesepeaaau para pihak.
c. Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan ytatak dibuat oleh atau
dihadapan pejabat.
Singkat kata, segala bentuk tulisan atau akta yauigan akta

autentik disebut akta di bawah tangan.

" Elise T. Sulistini,Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Re¢adJakarta:
Bina Aksara, 1987, him. 32.

18 Yulies Tiena MasrianiPengantar Hukum Indinesidakarta: Sinar Grafika, 2004, him.
98-99.

19 R. Subekti, R. Tjitrosudibiditab Undang-Undang Hukum Perdatdakarta: Pradnya
Paramita, 1999, him. 476

%M. Yahya HarahapgHukum Acara Perdatalakarta: Sinar Grafika, 2005, him. 589-590
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B. Maslahah
1. Pengertian Maslahah

Menurut bahasa aslinya, kataaslahahberasal dari katsulaha,
yasluhy salahan artinya sesuatu yang baik, patut dan bermaAtBaiam
kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bamagahatartinya sesuatu
yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata “kemaéstd berarti
kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Semegtadmanfaat”, dalam
kamus tersebut diartikan dengan: guna, faédah.

Secara terminologis, al-maslahah adalah kemanfaatan yang
dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya, baik berppaeliharaan agama,
pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diriasketurunan mereka,
pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pesnaiin kekayaan
mereka’

Menurut ulama ushul figh, ada beberapa macam defmaslahah

antara lain:

2L Amin Farih,Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Isl@emarang: Walisongo
Press, 2008, him. 15.

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaéamus Besar Bahasa Indonesitakarta:
Balai Pustaka, 1996, him. 634.

23 Asmawi,Perbandingan Ushul Fighlakarta: Amzah, 2011, him. 128.
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a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalmaslahahitu berarti
sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan)magmjauhkan
mudarat(kerusakan¥?

b. Al-Syatibi mengartikanmaslahahtu dari dua pandangan yaitu dari segi
terjadinya maslahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya
tuntutansyara’ kepadamaslahah

c. Al-Thufi maslahahadalah ungkapan dari sebab yang membawa tujuan
syara’ dalam bentuk ibadah atau adat.

Dari beberapa definisi tentangaslahahdengan rumusan yang
berbeda tersebut dapat disimpulkan bahweslahahadalah sesuatu yang
dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkdaikan dan
menghindari keburukan atau kerusakan bagi umat singejalan dengan

tujuansyara’ dalam menetapkan hukuih.

2. Landasan Hukum Maslahah
Sumber asal dannaslahahadalah diambil dari al-Qur'an dan al-
sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayatayi&ut ini:
CO6PORO -+ NO &~00OHRARAGOLL] Lo 6860
D F YD a0V 0 OREORDoHY erw
Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melamkmtuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.(QS. Al-Anbiya: £07)
Sedangkan nash dari al-sunnah yang dipakai landakdam

mengistimbatkan hukum dengan metodeslahah adalah hadist Nabi

Muhammad Saw. Yang diriwayatka oleh Ibnu Majjahg/aerbunyi:

24 \Wahbah Al-zuhaililUshul al-Figh al-Islan Bairut Libanon: Dar al-Fikr, him. 508.
%5 Amir Syarifudin,Ushul Figh,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hifh. 34
% Departemen Agama Rip, cit.him. 315.
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Vieles ale d o & 325 06006 e ) e WK (B s e

T3 s 55
Artinya: “Jangan menyakiti orang lain tanpa seljabgan menyakiti orang
lain karena sebab” (HR. Ibnu Majah)

3. Macam-Macam Maslahah
Konsepmaslahahdalam syari’at Islam dapat dikategorikan menurut
sudut pandang yang berbeda-beda. Antara lain sebagjeut:
a. Ditinjau dari segi tingkatan (peringkatnyajaslahahdikategorikan ada
tiga macam yaitu:

1. Al-maslahah al-dharuriyyahyaitu kemaslahatan yang berhubungan
dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia madpuwakhirat.
Hal-hal yang harus dipenuhi untuk kelangsungan gignanusia,
apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka alajadi kerusakan,
kerusuhan dan kekacau@nKemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu
memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara aka&nelihara
keturunan, dan memelihara harta.

2. Maslahah al-hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) saingduyang
berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan nieareel
kebutuhan mendasar manusia. Bilamana tidak dirpemalhtersebut

maka manusia akan selalu dihinggapi perasaan ta@suldan

2" Muhammad bin Yazid Al QazwinSunan Ibnu MajahBeirut-Libanon: Dar Al Fikr,
1995, him. 784.

% Achmad Syathronijjtihad Dalam Syariat Islam Beberapa Pandangan Analisis
Tentang ljtihad Kontemporgdakarta, PT Bulan Bintang, 1987, him. 54.
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kesempitan. Misalnya, dalam bidang ibadah diberringanan
meringkas gashi) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang
dalam perjalanamfusafiy).

3. Maslahah al-tahsiniyyahyaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap
berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaastakabelumnya.
Misalnya, dianjurkan untuk makan makanan yang kergi

Tiga bentuk maslahahtersebut secara berurutan menggambarkan
tingkat peringkat kekuatannya. Yang kuat adataslahah al-dharuriyyah
kemudian dibawahnyaal-hajjiyah kemudian yang paling rendah adalah
maslahah al-tahsiniyyahDharuriyah kelima itu juga berbeda tingkatan
kekuatannya yang secara berurutan adalah: menseldgama, memelihara

jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dameti@ara hart&’

b. Dilihat dari segi pengakuanmyari’ terhadap eksistensnaslahah dapat
dibagi menjadi tiga bagian:

1. Maslahahyang keberadaannya diakui olgyara’ yang disebut dengan
maslahah mu’tabaroladalahmaslahahyang diakui secara eksplisit
oleh syara’ dan ditunjukkan oleh dalil (nas) yang spesifik. dpiakati
para ulama bahwa janal-maslahahini merupakanhujjah syari’ah
yang falid dan otentik. Menifestasi organik damigmaslahahini
adalah aplikasi giyas. Sebagai contoh, di dalamADBaqarah(2): 222
terdapat norma bahwa istri yang sedang haid tiddkhbdisetubuhi

oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyaikg ditimbulkan.

% Ibrohim Bin Musa Al-SyathibiAl-muafagat FI Ushul al Syari'ahjld. 2, Beirut-
Libanon: Dar al Kutub al lImiyah, him. 7-9.
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Bagaimana istri yang sedang nifas? Bolehkah diséiuloleh

suaminya? Dalammaslahahini dapat diaplikasikamjiyas, yakni giyas

kasus istri yang sedang nifas atau haid tersebuasdkuensinya si istri
itu haram disetubuhi oleh suaminya karena faktoangd bahaya
penyakit yang ditimbulkan. Dengan disebut secaspledit oleh nash
syara’ makamaslahahyang dikehendaki oleh aplikagiyas tersebut
merupakanmaslahah mu’tabaraf® Maslahah ini juga meliputi 5

(lima) jaminan dasar:

a. Agama

b. Jiwa

c. Akal

d. Keturunan

e. Harta benda.

Sepertimaslahahyang terkandung dalam pensyari’atan hukum
gishas bagi pembunuhan sengaja sebagai simbol pemelihgraa.
Juga masalah pemeliharaan harta benda yang tedghridikan, yaitu
potong tangan bagi pelaku pencurfan.

2. Maslahah al-mulghahyang keberadaannya tidak diakui olgyara’,
bahkan ditolak dan dianggap batil olslara’. Jenis maslahahini
biasanya berhadapan secdantradiktif dengan bunyinash baik
berupa al-Quran maupun hadis. Contohnya ialahidpikum yang

menyatakan porsi hak kewarisan perempuan, dengaigace pada

*® Asmawi, Perbandingan Ushul Fighakarta: Amzah, 2011, him. 129-130
31 Abu ZahrahUshul Figh Beirut-Libanon: Dar Al Fikr Al ‘Arobi, t.th., him278.
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dasar pikiran semangat kesetaraan jender, untubdragnpuan dengan
laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Dasar ikiem memang
bermuatarmaslahahuntuk memberikan hak waris kepada perempuan
sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. Namun imukdiah telah
jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang diikadbeh akghak
waris laki-laki dua Kali lipat dari hak anak peramp, sebagaimana
ditegaskan dalam surat An-Nisa: 11, dan penega$iah fentang hak
waris saudara laki-lakisebesar dua kali hak sauda@eempuan
sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa’#76.

3. Maslahah Mursalatadalahmaslahahyang tidak diakui secara eksplisit
oleh syaradan tidak pula ditolak dan dianggap batil osfara’, tetapi
masih sejalan secara subtantif dengan kaidah-kaldétum yang
universal®® Atau kemaslahatan-kemaslahatan yang dituntut oleh
keadaan dan lingkungan setelah berhentinya wahyaw, apa yang
dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujisyara’ dalam
menetapkan hukum, namun tidak ada petunjakara’ yang
memperhitungkannya dan tidak ada pula petungyara’ yang
menolak®* Misalnya kebijakan hukum perpajakan yang ditetapiah
pemerintah. Sebab hal itu tidak dituntut oleh syardguk diadakan,
tetapi biarpun demikian mengandung kemaslahatang ysangat

bermanfaat®

3 Amir Syarifuddin,op, cit him. 353-354

 Asmin, op, cit.HIm. 130.

% Amir Syarifuddin,op, cit him. 354

% Abdul Wahab Khalafllmu Ushul Figh Jakarta: Majlis al ‘Ala, 1972, him. 85.
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4. Syarat-Syarat Maslahah Sebagai | stinbat Hukum Islam

Maslahahsebagai metodistinbath hukum yang mempertimbangkan
adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara,aankepentingan
tidak terbatas juga tidak terikat. Dengan kata laiaslahah merupakan
kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetdatgada konsegyari'ah
yang mendasarSyari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan
kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi unteknberikan
kemanfaatan, dan mencedamadharatarfkerusakan§®

Untuk menjagakemadharatanmetode maslahahsebagai landasan
hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensipgnaitu sisi pertama
harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkartdliagnnash (al-Qur’an
dan al-hadis) baik secara tekstual maupun konstkkfisi kedua harus
mempertimbangan adanya kebutuhan manusia yang rbleske sesuai
zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbarsgara cermat dalam
pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi iolakt berlaku secara
seimbang, maka dalam hastinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku
disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disasn. Dalam hal ini
menggunakamaslahahbaik secara metodologi atau aplikasifi{a.

Adapun syaratmaslahah sebagai dasar hukum Islam menurut
pandangan ulama’, diantaranya adalah:

a. Menurut Al-Syatibi

% Amin Farih,op, cit.him. 22.
*"ibid. him. 23.
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Maslahahdapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam bila:
1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa Yaoy dalam
ketentuarsyari’ yang secaréuru’nya tidak bertentangan dengan nash.
2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaéd@sidalam
bidang-bidang sosialmuamalalh dimana dalam bidang ini menerima
terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidaraglaifn. Karena
dalam mu’amalat tidak diatur secara rinci dalarhtifs
Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspak
Dzaruriyyah, Hajjiyah, dan TahsiniyyaNetodemaslahahadalah sebagai
langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagek kehidupan,
terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyamakaésuai firman

Allah:

ORx FH7ESORHEN  xADIAY o 4260
LIRS HeeBRO FIN Y H % 2@ Wwa 3
Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan uktkamu dalam agama
suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj: 78)
. Menurut Al-Ghazali
Maslahahdapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
1) Maslahahaplikasinya sesuai dengan ketentagara’.
2) Maslahahtidak bertentangan dengan ketentuash syara’(al-Quran
dan al-Hadis).

3) Maslahahadalah sebagai tindakan yadlaruri atau suatu kebutuhan

yang mendesak sebagai kepentingan umum masyé&fakat.

% |brohim Bin Musa Al-Syathibiop, cit him. 10 .
% Departemen Agamap, cit him. 523.
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c. Menurut Jumhur Ulama
Menurut jumhur ulama’ bahwamaslahah mursalaldapat sebagai
landasan hukum Islam bila memenuhi syarat sebagkiub:

1. Maslahahtersebut haruslamfaslahah yang hagigbukan hanya yang
berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yata @rtinya
bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yamay-benar
membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. i&kam kalau
hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atangka terhadap
penolakan kemadzaratan, maka pembinaan hukum s#ugaeaalah
berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasar&dtasyang benaf*

2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yangn,ubukan
kemaslahatan yang khusus baik untuk perorangan lkétmmpok
tertentu. Dikarenakan kemaslahatan tersebut hasas dimanfaatkan
oleh banyak orang dan dapat menolak kemadzarathadep orang
banyak pula.

3. Kemaslahatan terebut tidak bertentangan dengan dtenagan yang
terdapat dalam al-Quran dan al-hadist baik sediaahir maupun batin,
oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahasang kontradiktif
dengan nash seperti menyamakan bagian anak lakidakgan
perempuan dalam pembagian waris, walaupun penyapemabagian

berdalih kesamaan dalam pembagian.

“OM. Abu Zahrah, Ushul al Figh, Beirut-Libanon: CarFigr al ‘Arabi, him. 285.
“I Wahbah al Zuhailishul Figh Al IslamiyBeirut-Libanon: Dar al Figr, him. 758.
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Dalam ketentuan di atas dapat dirumuskan bamaaslahah
mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat
diaplikasikan dalam tindakn sehari-hari bila tetaémenuhi syarat sebagai
tersebut di atas, dan ditambahkanaslahah tersebut merupakan
kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslayatgnsifatnya masih
prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu Kaatan dan menolak
kemudharatanviaslahahtersebut mengandung kemanfaatan secara umum
dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan mésknceng dari

tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Quran damealist.*?

42 bid, him. 758.



